
PERATURAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! AGAMA 

NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA 

PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH 

SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan nishab 

zakat penghasilan sebesar 85 (delapan puluh lima) 

gram emas; 

b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan 

Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan 

Zakat untuk Usaha Produktif harus menyesuaikan 

dengan fatwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama 
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Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 

Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta 

Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); 

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal 

dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk 

Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata 

Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta 

Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737); 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1495); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 

TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA 

PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA 

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF. 

 

Pasal I 

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 

52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan 

Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat 

untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal 

dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha 

Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1737) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 26 

(1) Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) 

gram emas. 

(2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua 

koma lima per seratus). 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan 
penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Nopember 2019 

MENTERI AGAMA REPUSLIK INDONESIA, 

ttd 

FACHRUL RAZI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Nopember 2019 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUSLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

SERITA NEGARA REPUSLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1503 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kementerian Agama RI 
Plt.Kep�la Biro rlt.ku� �an Kerja Sama Luar Negeri, 

�r . \/� Syaf� � f IP. 1�60-�2101988031002. / 
t: I ' ":')f) 


